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BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 11 TAHUN 2020

Menimbang

Mengingat

BUPATI LEBONG,

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Keschatan
Kabupaten Lebong Nomor 000/001.a/Kes/1/ 2020 tanggal 02

Januari 2020 perihal Pengajuan Nama-nama Benda_hara Dana
Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019, dipandang periu
segera menetapkan bendahara dana kapitasi JKN pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk kelancaran
pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka

penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Bupat.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
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gndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
euangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
(Lembaran Negara Republik

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
Nomor 15 Tahun 2019

diubah dengan Undang-Undang
ndang Nomor 12 Tahun

tentang Perubahan Atas Undang-U
Peraturan Perundang-Undangan

2011 tentang Pembentukan
lik Indonesia Tahun 2020 Nomor

(Lembaran Negara Repub _
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6398);

7. Undang-Undang Nomor 23

Daerah (Lembaran Negara
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar

Nomor 5587), sebagaimana telah diu

\\
\\D terakhir dengan Undang-Undan
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 29
ahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2014 tentang Pemerint
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Q  Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 2854);

O  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagail

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
5000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952);,

Tahun 2000 tentang Tata
Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108

11, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 51695);



4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem

Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193)

)

15, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan f\tas
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 2595);

17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun .201'4 ten:tang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitas1 Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 4022);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menter1 Dalam
Neger1 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republ *
‘ 1k ] -
Tahun 2018 Nomor 157) P ndonesia

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Per
angkat D
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 201g6 Nomo? elrg)}:l

22. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36

%usunan Organisasi dan Tata Kerj
Kabupaten Lebong:

Tahun 2016 tentang
a Perangkat Daerah



MEMUTUSKAN:

Menetapkan  © KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PENUNJUKAN

[ BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
N TINGKAT PERTAMA

| Keschatan Nasional |
li Kabupaten Lebong |
san Bupatl mi. |

ives | | - |
NICSATU . Menunjuk Bendahara Dana kapias] Jaminat
Pada Fasilitas Keschatan Tingkal Pertama ¢
sebagaimana tersebul dalam Lampiran kepulu

KEDUA . Bendahara Dana Kapitasi JKN sehagaimana dimaksud 'clulmm
Diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, nw'nylm]):m,
membayarkan, Menatausahakan dan nu:mpm'lunp.{gung]uwnl)lmn
dana kapitasi JKN sesuai peraturan perundang-Undangan,

o N Y W e me

e : . , b A, ol | . Hetapkan
KETIGA - Keputusan Bupatl il mulai berlaku pada tanggal (Illu apkan,
am Keputusan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dal

'““"\ Bupati ini maka akan diperbaiki sebagaimand mestinya.
e b \
N

Ditetapkan di Tube!
pada tanggal % lJanuari 2020

2-BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

e Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebong

b,
1
7
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
’ 3. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong




Lampiran :

Keputusan Bupati Lebong
Nomor 11 Tahun 2020

Tanggal 6 Januari 2020

1l'?IASION‘a‘L PADA FASILITAS KESEHATAN
GKAT PERTAMA DI KABUPATEN LEBONG

TAHUN ANGGARAN 2020

BN A FENDAHARs NIP NAMA FKTP | prgenivG | K57
| N ‘1 s —_—

5 wsi;:t‘:i:usl;:ita Dewi, S.Kep | NIP. 19830731 201001 2 010 | Topos 0102001856 !
T fawatl, Amd.Kep NIP. 19830804 201001 2 007 | Tes 0102001871

° | Fera Pratama Medayanti, S.ST | NIP. 19900501 201704 2 002 | Talang Leak 0102001755
| : 1 Deti Yant, Amd.Kep NIP. 19780708 200701 2 017 T 0102001844

> | Elva Susanti Nasution, SKM | NIP. 19770630 200502 2 004 | Sukau Rajo 0102001821 B
_ © | Linora Dwi Apriani, Amd.Kep | NIP. 19860417 201212 2 001 | Semelako 0102001865

/| Suhendar, Amd.Kep NIP. 19861212 201001 1 006 | Ketenong 0102001818
L S | Heni Susilawati,Amg NIP. 1986121 2201001 2 019 | Rimbo Pengadang 010_2001894
I 9 | Intan Widya Artika, AM.KL | NIP. 19960618 201902 2 002 | Kota Donok 0102001882

10 | Redo Kusboyo, A.Md.Kep NIP. 197:91016 200701 1 012 | Kota Baru 0102001832

11 | Tyas Riasty Pratiwi, Amd.Keb | NIP. 19910627 201704 2 001 " Muara Aman 0102001771

12 | Dwi Herti Marliah A.Md.Kep NIP. 19890331 201902 2 001 | Taba Atas 0102001806 g
| 13 | Saiyudi, Amd.Kep NIP. 19841220 201001 1 011 | Sukau Datar:g 010200 1765-
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